Konfik Pengelolaan Lahan Hutan (Studi Deskripsi pada

Kelompok Tani Hutan (KTH) Parang Sewu, Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH) Sido Rukun dan Perhutani di Desa Plandirejo Kecamatan Bakung








Berdasarkan analisis data lapang yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
diperoleh beberapa kesimpulan yakni mengenai konflik pengelolaan lahan hutan serta 
implementasi program IPHPS dalam menyelesaikan konflik pengelolaan lahan hutan antara KTH 
Parang Sewu dengan Perhutani KPH Blitar. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Konflik pengelolaan lahan hutan di Desa Plandirejo bersumber dari adanya 
perbedaan kepentingan antara KTH Parang Sewu, LMDH Sido Rukun dan Perhutani. 
Perbedaan kepentingan tersebut pada mulanya tidak disadari oleh masing-masing 
pihak yang berkonflik. Namun karena ada salah satu pihak yaitu KTH Parang Sewu 
yang merasa bahwa terjadi ketidaksesuaian dalam kerjasama yang dilakukan antara 
petani dan Perhutani, serta anggapan bahwa Perhutani telah gagal dalam mengelola 
hutan dan juga tidak maksimal dalam menjalankan program PHBM sebagai bentuk 
kerjasama antara petani dan Perhutani dalam mengelola hutan. Maka kepentingan 
tersebut muncul ke permukaan yang pada akhirnya menimbulkan hubungan yang 
tidak harmonis antara sesama petani dan antara petani dengan Perhutani. 
2. Implementasi program IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) yang 
dilakukan di Desa Plandirejo sebagai bentuk penyelesaian konflik dari pihak 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain melalui beberapa tahap 




penyerahan SK IPHPS dan peresmian lahan. Proses pelaksanaan program IPHPS di 
Desa Plandirejo tersebut mengalami hambatan dikarenakan adanya berbagai 
kepentingan serta pandangan yang berbeda terhadap program IPHPS dari pihak KTH 
Parang Sewu, LMDH Sido Rukun dan Perhutani sehingga pelaksanaan program 
justru menimbulkan konflik baru yang berakibat pada terpecahnya lembaga 
masyarakat desa hutan dan memunculkan hubungan yang tidak kondusif antara 
pihak-pihak yang berkonflik. 
6.2 Saran  
Berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian berikut ini 
beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti sebagai acuan bagi Perhutani KPH Blitar, bagi 
petani hutan di Desa Plandirejo baik petani dari KTH Parang Sewu maupun LMDH Sido Rukun, 
dan bagi Pemerintah Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dan bagi peneliti 
selanjutnya.  
1. Bagi Perhutani KPH Blitar bahwa diperlukan adanya forum multi pihak yang dapat 
digunakan untuk menampung segala aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar 
wilayah hutan. Dengan adanya forum multi pihak maka segala tujuan-tujuan yang 
tidak sejalan antara berbagai pihak seperti LMDH Sido Rukun, KTH Parang Sewu 
maupun pihak Perhutani dapat dicarikan solusi agar tujuan-tujuan tidak sejalan atau 
kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak tidak berujung pada perpecahan. 
2. Bagi petani hutan di Desa Plandirejo baik petani dari KTH Parang Sewu maupun 
LMDH Sido Rukun bahwa perlu diadakannya musyawarah bersama untuk 




berbeda serta mempertemukan tujuan-tujuan yang tidak sejalan antara kedua 
kelompok agar bisa diambil jalan tengah. 
3. Bagi Pemerintah Desa Plandirejo bahwa diperlukan peran serta perangkat desa 
terutama Kepala Desa untuk menjadi pihak penengah atau pihak yang menjembatani 
dalam proses musyawarah bersama. Hal ini dikarenakan, selama proses penelitian 
lapang peneliti tidak menemukan peran aktif pemerintah Desa Plandirejo dalam 
upaya menyelesaikan konflik pengelolaan lahan hutan antara KTH Parang Sewu, 
LMDH Sido Rukun dan Perhutani. 
4. Bagi Peneliti selanjutnya bahwa penelitian ini tidak hanya dilihat melalui teori 
konflik Ralf Dahrendorf tetapi juga dapat dianalisis dengan teori konflik Lewis Coser 
yakni mengenai konflik realistik yang berupa konflik perebutan sumber daya alam 
yang terbatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
